KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
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1.  Para Pimpinan Tinggi Madva;

2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;

3. Para Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raloyat

SURAT EDARAN
NOMOR: DB (SE/SJ/20320
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT SECARA DARING
SELAMA MASA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 {COVID-19)
D] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A, Umum

SBehubungan dengan terbitnya Sura! Edaran Menteri Pekerjman
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor O06/SE/M;2020 LEnLAng
Penanganan Penyebaran Coronia Vines Diseass 2019 [COVID-19) i
Eementerian Pekerjaan Umum dan Perumshan Rakyat, Surat Edaran
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Momor 2 Tahun 2020
tentang Layanan [nformasi Publik Datam Masa Darurat Kesehatan
Masyarakat Akibat Corona Virus Diseagse 010 ([COVID-19, dan
semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19, serta dampak COVID-
19 terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik dan pengaduan
masyarakat, perlu dilakukan upaya dalam melakukan Layanan
Permohonan Informasi Publik dan  Pengaduan Masyarakat di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menstaplkan
Burat Hdaran Sekretaris Jenderal tentang Standar Operasional



Prosedur Penyelenggaraan Layanan Permohonan Informast Publik dan
Pengaduan Masysrakat Secara Daring Selama Masa Penyebaran Corona
Virus Dissase 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumihan Rakyat.

B. Duasar Pembentukan

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumehan Rekyat (Lembaran Negaru
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor 44)):

EmmﬁﬂﬂnﬂnmlETﬂlmmﬂmuthﬂwum
mmwmnwvmmzummmm-

Nomor 20/PRT/M /2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
WMEMWWMMWIEHWHH
sebagaimana telah diubah terakhir kall dengan Peraturan Menteri
P:hniunﬂmtmdmhn.muhmm-tﬂumlﬂfmﬂﬂﬂulﬂ
tentang Perubshan Kedus Atas Pernturan Menterl Pekerinan
Umum dan Perumahan Ralyat Nomor 20/PRT/M /2016 lentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian
wmmmmﬂmhmm
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1241);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2030 tentang Organisasi dan Tats Kerja
Kementerian Pekerjman Umum dan Perumshan Relkyat [Beria
Negara Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 473);

Tmnmn-mlnmmmmwmh-wwﬁm.m
Indonesia; dan



MMMMMtMWbEEMHmME
Tahun 2020 tentang Pelayvanan Ioformasi Publik Dalarm Masa

Darurnt Keschatan Masyarakat Akitat Corona Virus Disesse 2019
COVID-19).

wmmwuwmnﬂw
mummwhmmmmmmmzﬂmm
lﬂpdlIMmindeﬂmj-mUmumdmhmmlhmlhhu.
Mﬁﬂnﬁhrwmwmmhm
pelaksanaan laymnan permohonan  informasi publik dan
pengadusn masyarnkat di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan HRakyat dapat tetap berjalan  efelaif  dengan
mﬂmmmwmﬂh
dan pengadusn masyarakat secarn daring selama masa
penangunan corona  vires  dissase 2019 (COVID-19) o
Hmmﬁulm?:kndunummdmﬁrmﬂmﬂakyu

D. Ruang Linglkup
Lingkup Surat Edaran inl meliputi:

1.
2

Layanan Permobonan Informasi Publik;

Layanan Pengaduan Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Ralynt (SP4N-LAPORY); dan

Layanan Saran dan Pengaduan melahil pengaduan, pu. go.id

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

|

Layunan permohonan informasi publik dilakukan obeh:



a. Bekretariat Pejabat Pengelols Informasi dan Dokumentas:
fFHﬂJEmEnErhnHkhjunUmmdewumhmm
nebagal Admin Kementerian: dan

b. Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenissi
sebagnl Admin

ﬂmnmuﬂmﬂh.npuhamnh:rhundlﬁqhmyamﬂihﬁ

laman resmi eppld.pugo.id dan/stsu emall pars Pelaksana PPID

Eﬁﬂ:ﬂtﬂhnﬂeﬂannumduhmhmm

mmmmmmm

pars Pelaksana Pejabat Pengelola Informani dan Dokurmentasi

mmwnwmmm
diatur terpisah oleh masing-masing Pelaksans Pelaksana Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentas) (FPID),

Pemohon  informasi  publik harus  melampickan kelengkapan

dokumen permohoman informasi bertpa:

a.  entitan pemohon:

1) kartu tanda pendudulk, kartu kelusrgs, sural isin
mengemudi, atau paspor bagi pemohon persecrangan
atol anggaran dasar{anggaren rumah tanggs badan
hukum yang telah disahikan oleh Kementerian Hulkum
dun Hak Asasi Manusia bagi pemohon berbadan
hkum; dan

4] wurat kuass dan fotokopi karu tanda  penduduk
pemberi lussa dalam hal Pemobon bertindak atas
nama plhak lain atau mewakili kelompok; dan

b.  formulir permohonan Informasi Publile

Terhadap permohonan informasi publike, Admin Kementerian dan

Admin harus:

& memastkan pemohon memenubhi  kelengkapan dokumen
permohonan informansi;

b.  memastikan pemchon melengkapl formulir permohonan
informand puhblil;



5.

€. memberitahukan secara tertulis kepada pemohon unmuk
mﬂhﬁmmmmﬂm
wakiu paling lama 3 [tiga) harl kerja sejak pemberitahuan
diterimi aleh pemohon:

Organisasi atau Unit Kerja atay Unit Pelakssna Teknis atas
informasi yang dimohonkan; dan
L memastikan llasifikesl informasi stas  informasd Ying
dimsshonkan;
Sekreiarial  Pelaksana  Pejabat  Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi (PFID] dan Pelaksana Peiabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID] harus menyampaikan pemmberitahuan
tertulis terhadap permohanan  informasl dalam jangka wakiu
paling lambat 10 (sepulub) hari kerja terhitung sejak diterimanys
permohonan Informasi Publik secars lengkap.
Pemberitahuan tertulis scbagaimana dimaksud pads angka 5
(lima) dapat diperpunjany paling lama 7 (tujub) hari kerjs deogan
memberikan alasan secara tertulis dan tidek dapat diperpanjang
kembali,
Selretariat  Pelaksana Pejabat Pengelola  Informasi  don
MMMF.MWWMM
Dolkumentasi (PPID) Unit Orgenisasi atayu Unit Kerja dan Pelaksana
Pefnbat Pengeloln Informasi dan  Dokumentasi {(PPID} Unit
Pelakssna Teknis beriwordinesi wntuk menyediakan data

memperhatikan ketentusn pada Burat Edaran Sekretaris Jenderal
inl.



Mmhﬁmmmwmuma
PAD Kementerinn Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
uhpimhunmhhnlunphm]pngmmpnhnh:hn
tadak terpusahian dari Sura: Edaran Sekretaris Jenderal ini,

F. layanan Pengaduan Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan
F:h;inmPuhukHlﬁmmthmpMpiﬂddm Pengadunn
Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)

mmm?lnﬂlmﬂhﬂﬁwm

Pelayanan Publik Nasional-Laysnan Aspirasi dan Pesigaduan

Online Rakyat viitu aplikasi laporgo id

Dalam pengelolaan pengaduan masyerakat melalui SP4N-LAPOR!,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalu

Admin Kementerian menerima disposisi laporan darl Admin Pusat

ymitu Kementerian Pendayagunaan Aparstur Negara dan Reformasi

Birmkrasi.

Terhadap pengaduan masywrakat, Admin Kementerian harus:

a.  menjawab kepada Pelapor bahwa laporan telah diterima dan
mkan ditindakianjut; dan

B, memastikan kewenangun Kementerinn atau Unit Organisesi
atau Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis atas pengaduan
yang disampadkan;

Unit Organisani atau Unit Kerja dan/atas Unit Pelaksana Teknis

menindaklanjuti pengedusn dan menyompaikan secars tertulia

hasi] tindak lanjut pengaduan kepada Admin Kementerian,

ndmhﬂummhnmmmpﬂlnmmuﬂlmnm

peogadunn yang disampoikan kepada pelapar,

Admin Kementerian berkoardinasi dengan Unit Organisssi atmu

Unit Kerja doan/ateu Unit Pelakssna Teknis terkait untuk

menindakdanjuti  pengaduan  yang  disampaikan dengan

mengedepankan  tindakan pencegahan, penanganan, dan

pengendalian  penyebaran COVID-19  seria memperhatbon

keteniuan pada Surat Edaran Seioretaris Jenderal inl,



G, mmmmmmﬂqhﬁmmﬂ.ﬂ.ﬂ

L.

Layanan saran dan pengeduan dilakuksn henve  melalui
pengaduan.pu goid yang dikelols oleh Birm Komunilasi Publik
uhﬂﬂupuhﬂmindlnMnﬂnUm:rm:hﬂlmdl:ilh:it
Organisasi dan/atau email Unit Organisasi,
Pelaksansan pelayanan saran dan pengaduan melalul email Unit
wmmmmmumm
Dalam hal Pelapor akan menyampaiksn saran dan pengaduan,
terlebih dabulu dilakuksn pengislan formulir pengaduan pada
laman pengaduan pu.go.id,
Ti:rhldtp-nndmpmpdummumh:,!upﬂhﬂm&nhum:
a mmuﬂhnm,nﬂmnuﬂlnmuUnﬂﬂmlﬂul
llmUnuEmjlmuHuhmTihﬂnmmqlﬂum
Mmm.mmmmm
Kementerian Pelerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maks
pengaduan ditolak dan menyarankan untuk menyamgpatican
urmd-np:npmunpdn:hmhpmpp.ﬁt;dm
b.  memastikan wobstansi saran  dan  pengadusn apabila
pengaduan  beriai dugean adanys tindak pldans wmum,
Korupsl Kolusi Nepotlame, dan penyimpangsn veng
menimbulkan kerugian negara di Kementertan Pekerjaan
Ummdemh-nhkyl:m-haMnﬂumn
meneruskan pengaduan kepads Inspektorst Jenderal untuk
ditindabclanjuti;
Athninﬂﬂl[ihﬂh..ﬂﬂﬂﬁ::hﬂq:ﬁﬂmmdmmmn
serta menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Admin
Eementerian,



B. MBEMWWWIWMH
yung disampailan kepada Pelapor.

T Mmﬂmmwmmmlw
terkait untuk menindaldanjuti pengnduan yang disampailkan
dengan mengedepankan tindakan pencegahan, peaanganan, dan
pengendalian  penyebaran  COVID-19  serts  memperhatikan
ketentuan pada Sural Edarun Selretaris Jenderal ni

8. Prosedur Registrasl untuk Pengguna Laveanan Saran dan
Pengrduan bl pengaduan. pu.go.id sebagaimans tercantum
mmmmmmmmm
Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini

H. PENUTUP
Burat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapican

Demikian atas perhatian Ssudarn disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangpal 26 Mei 2020

15 198703 2 001

Tembunsan disampailan kepada Yih.:
Menteri Pokerjaan Umum dan Perumahsn Rakyat.



A Prt-n;lmunmk?umhnnﬂchmhnwmni

MO,

KEGIATAN

KETERANGAN

iftars lain:
&, ldentitan Pemohon:

1. kartu tanda penduduk,  kartu
keluargn, surat f@in mengemudl, atmy
paspor bagi pemohon persesrangan
AlAU anggaran dasar/anggaran rumab
tangga badan hukum yang telah
disahkan pleh Kementerian Huloam
dan Hak Asani Manusia bagi pemaohan
barbadan huloum; dan

4. surat kuasa dan fotokopi kartu tenda

L'



KEGIATAN

o - _— 3
lain atau mewakili kelompak; dan

b. Formulir permohonan Informasi Publik.

. Pei— e PPID yaita
Biro Komunikasi Publik

Akun pemochon yang telah diaktifkcan oleh
ﬂdmlnﬂ.hﬂlhdlpllﬂ!ﬂihuhnllrmm
mformast publik 41 laman eppid. pu.go.id
dilanjutlkean ke SCOF 11

18



kewenangnn Kementerian Umit
Organisssi/Unit Keranys atas Infoemasi
| yung dimohonlin:

f:lﬂﬂlﬁhﬂﬂﬂpﬂﬂﬂlﬂﬂiﬂfiﬂh'ﬁ
organisasi/ unit kerjanva maks
dilnnjuthan ke proses nomor 3

T: epabila bukan kewenangan Kementerian

Waktu : 180 menit

DIF & DIK, maks BSekretariat PPID

untuk  dilakulan Ui Konselouensi

Waknu : 1 L:II.II'E.MI

Keterangan inisial-

Y= Ya
T = Tidak; dan

Memberi usulan kepada PPID uum.'r.r...a,d.nt:-l:mﬁu

11



1

Jawaban melatui =-PPD Keterangan inistal:
¥ = Ya; dan
— = == T.
S |Unit Organisasi /Unit Kerja terkait | Wakts | § harl ioda
| menyiapian
knnsep Lo I 2 P £y Tanggapan dardi Unje

Crrganisasi (Unit Kerja
akan muncul dengan |

12



KEGIATAN KETERANGAN
o e - g
= = = :

Admin  Kementerian  menerima  dan Waletu ¢ 60 mendt
melakukan verifikasi terhodup tanggapan
d.ln'[.]nltﬂfpﬂqimnillhjn; Keterengmn iniaial
¥: jika tanggapan telah sesusi, maks Y = Ya: dan

Admin Kementerinn mencetak jawaban | T = Tidak.

dari Unit Organisasi /Unit Kesja dan |
dilanjutlan ke proses no. 7
T: jika tanggapan belum sesual, maka




PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN MELALITI SP4N-LAPOR)

LAMPIRAN 11

SURAT EDARAN BEKRETARIS JENDERAL
NOMOR: ou /3E/S1/2020

TERTARNG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGOARAAN PELAYANAN

PERMOHONAN INFORMAS|I PUBLIK DAN
PENGADUAN MASYARAKAT HSECARA
DARING HELAMA MASA PENYEBHARAN
CORCNA VIRU'S DISEASE 2019 |COVID-19)
mmmb;mmmmnm
FERUMAHAN RAKYAT

EEIATAN KETERANGAN

lapor.go.id

Admin Kementerian  mencrims disposisl
hp:mdu‘ihimhﬁm:ﬂ:hhnlpﬁtd

Admin  Kementerian:
Biro Eomunikasd
Publik

Admin Pusat
 Kementerian PANRB

Kementerian: Reterangan ininial-
¥ ! bila merupakin kewenangsn ¥ = Ya: dan
Kementerian, makas lanjut proses 3 T = Tidak.

Admin  Kementerian merjawab  kepada Wkt ; 10 menit

14
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LAMPIRAN 111
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR: oa /SE /S /2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

FERMOHONAN [NFORMAS| PUBLIK DAN
PENGADUAN MASYARAKAT SECARA
DARING BELAMA MASA PENYEBARAN
CORONA VIRUS IHSEASE 2019 (COVID-19)
Ol KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

FROSEDUR RECGISTRASI UNTUK PENGGUNA LAYANAN SARAN DOAN

A, Prosedur Registras)

KO KEGIATAN | KETERANGAN
1 |Pelapor melakukan registrasi | Polapor wajib melengkapl data  diri
aryfire melahy | seperti nama  depan  dan I:-ul.l.hng._
formulir registran

| 2 |Sistem secara otomatis akan
mengiriman  email | potifikasi




Bgar pongndu mengirim saren dan

pengaduan ke lapor.go.id.
Apabila detail pengadunn tidak lengkap
akan dilakukan konfirmasi ke Pengadu
oleh Super Admin sebelum lanjut proses
3.

KEGIATAN
| |Pelapor  melakukan login  dengen | Waktn - 5 Menit
mencantumkan  alamat  email  dan
password vang telah terdaftar pads
akeun pengaduan. pu.go.id
4 | Pelapor menyampaikan aduan dengen | Wakts - 30 Menit
menglsl  form  yang terdapat  pada
haloman utama setelah login
3 |Super  Admin  pengaduanpu.goid |Buper  Admin  Hirg
mmmm Eomunikasi Publik
4 |Super admin  melalodmn  verifikas; | Wakn: - 30 Meok

IT
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KETERANGAN
i e - — _—
mendapat persetujuan

Waktu : 1 Hari Kerja




